
 
 

 

 

 

 

 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR     02       TAHUN 2015 

TENTANG 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN 

TAHUN 2015 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

 
Menimbang   :   a. bahwa dalam rangka menghindari adanya tumpang tindih 

pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

(APIP) di Provinsi Kalimantan Selatan dan menindaklanjuti 
ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  serta hasil Rapat 
Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (RAKORWASDA) dan hasil Rapat Koordinasi 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional              
(RAKORWASDANAS) Tahun 2014 ;  

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur  

tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2015 ; 
 
Mengingat     :   1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang 

Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang 
Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); 

  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4150); 
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4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002  tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593 ); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan 

Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5209); 

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah dan  Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor  21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri 
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata 

Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya 
Masa Jabatan Kepala Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas 
Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat Provinsi dan Kabupaten / Kota; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun  2011 

tentang  Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur 
sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor  342) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  24 
Tahun  2011 tentang  Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2014 Nomor 51); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014  

tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Tahun 
2015 ; 
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23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2007 Nomor 13); 

24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor  6 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1); 

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 

Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2009 Nomor 21); 

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 

Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2009 Nomor 22); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 23 

Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum (Lembaran   Daerah  
Provinsi  Kalimantan Selatan  Tahun 2009 Nomor 23); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Kalimantan 

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan  
Tahun 2011 Nomor  38); 

29. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 08         
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2008 Nomor  14); 

30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 075        
Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas 
Unsur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 
Nomor 75); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM KERJA 

PENGAWASAN TAHUNAN TAHUN 2015. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan 

yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara 
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 

5. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan 
Inspektur Jenderal Kementerian lainnya. 

6. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan. 

7. Inspektur Provinsi adalah Pimpinan Institusi/Instansi Pengawasan Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan. 

8. Inspektorat Provinsi adalah Instansi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah 
(APIP) di Daerah Kalimantan Selatan. 

9. Inspektur Kabupaten/Kota adalah Pimpinan Institusi/Instansi Pengawasan 
Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. 

10. Inspektorat Kabupaten/Kota adalah Instansi Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah (APIP) di Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. 

11. SKPD adalah Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat 

DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. 

12. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana kerja pengawasan 

tahunan yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengawasan yang 
ditetapkan Menteri Dalam Negeri. 

BAB II 

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN  ( PKPT )  TAHUN 2015 

Pasal 2 

(1) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) disusun dan ditetapkan terdiri dari 
sasaran dan arah kebijakan pengawasan serta objek pemeriksaan terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota  serta objek 
pemeriksaan terhadap program nasional yang ditetapkan sesuai dengan 
kebijakan Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan setiap tahun. 

(2) Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) selain didasarkan arah kebijakan 

pengawasan dari Menteri Dalam Negeri, juga berdasarkan Rapat Koordinasi 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Rakorwasda) dan Rapat 
Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nasional                        

(Rakorwasdanas) yang dilaksanakan setiap tahun antara Aparat Pengawasan 
Internal Pemerintah (APIP) di Daerah dan Pusat, yang dilaksanakan berpegang 
sesuai dengan kesepakatan bersama (antara Inspektorat Kabupaten/Kota 

dengan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat 
Jenderal Kementerian). 
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(3) Sasaran dan arah kebijakan serta objek pemeriksaan Inspektorat Provinsi, 
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : pemeriksaan 

berkala (reguler), pemeriksaan/reviu pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014,  

Evaluasi Lakip SKPD, Pendampingan Penutupan Kas SKPD, Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemda, Evaluasi Lakip Kabupaten/Kota. 

(4) Pelaksanaan pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat 
Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota harus mengacu pada Program Kerja 
Pengawasan Tahunan  (PKPT) Tahun 2015 yang ditetapkan berdasarkan 

Peraturan Gubernur ini. 

(5) Program Kerja Pengawasan Tahunan yang tertuang dalam PKPT,  disusun dan 

ditetapkan setiap tahun.  

Pasal 3 

Objek Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, 
Inspektorat Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini. 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal  4 

Peraturan  Gubernur   ini  mulai berlaku  pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 

Selatan. 

                                                                                              
Ditetapkan di Banjarmasin 

pada tanggal          Januari 2015              

                   GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

  ttd 

 

                  H. RUDY ARIFFIN 

 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal        Januari 2015   

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI   
       KALIMANTAN SELATAN, 

                      

                      ttd 

 

       MUHAMMAD ARSYADI 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2015  NOMOR 2 
 


